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ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas 
Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara 
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat 
Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, 
Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 
   PP No. 19 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 115, TLN 5888). 

 
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
   PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau 

Tunjangan diberikan gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas. 
Gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota 
POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan diberikan 
sebesar penghasilan pada bulan Juni. 
Dalam hal penghasilan pada bulan Juni belum dibayarkan sebesar penghasilan 
yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang 
bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas. 
Tunjangari tambahan. adalah tambahan penghasilan bagi Penerima Pensiun 
yang karena perubahan pensmn pokok baru tidak mengalami kenaikan 
penghasilan, mengalami penurunan penghasilan, atau mengalami kenaikan 
penghasilan tetapi kurang dari 4% (empat perseratus) sesuai dengan · peraturan 
perundang-undangan. 
Potongan lain berdasarkan peraturan perundangundangan adalah potongan lain 
selain potongan Pajak Penghasilan. 
Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima 
Pensiun atau Tunjangan menerima lebih dari satu penghasilan, gaji, pensiun, 
atau tunjangan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih 
menguntungkan. 
Penerima Pensiun terusan dari pensiunan PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, 
atau Pejabat Negara yang meninggal dunia diberikan pensiun ketiga belas 
sebesar penghasilan pensiun terusan yang diterima pada bulan Juni. 
 
 



Pajak penghasilan atas gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, 
Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau 
Tunjangan ditanggung pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. 
Terhadap gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas dilakukan pembulatan 
sebagaimana mestinya. 
Pembayaran gaji atau tunjangan ketiga belas dibebankan pada Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja berkenaan. 
Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang bekerja 
pada Pemerintah Pusat, Prajurit TNI dan/atau Anggota POLRI yang mengalami 
mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran gaji atau tunjangan 
ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan. 
Pertanggungjawaban pembayaran pensiun ketiga belas dibuat terpisah dengan 
pertanggungjawaban pembayaran pensiun bulanan. 
 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 Juni 2016. 
    
 


